BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 061 / 150 TAHUN 2023

TENTANG

PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG DAN KUASA MENANDATANGANI
NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan tertib administrasi
kepegawaian serta mempermudah penyelesaian tugas di
bidang kepegawaian telah ditetapkan Keputusan Bupati
Banyumas Nomor 061/1101/Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa
Penandatangan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

b. bahwa dengan adanya perubahan dalam beberapa
aturan di bidang kepegawaian, maka Keputusan Bupati
sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak sesuai lagi
sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Yang
Diberi Delegasi Wewenang dan Kuasa Menandatangani
Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 681);




Menetapkan

KESATU

KEDUA

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6264);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

MEMUTUSKAN :

Memberikan delegasi wewenang dan kuasa menandatangani
naskah dinas bidang kepegawaian di Lingkungan
Pemerintah  Kabupaten Banyumas kepada pejabat
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan
Bupati ini.

Pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa sebagaimana

dimaksud ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. pejabat yang menerima delegasi wewenang tidak dapat
mendelegasikan wewenangnya lebih lanjut kepada
pejabat lain;

b. apabila dipandang perlu pejabat yang menerima delegasi
wewenang dapat memberikan kuasa untuk atas namanya
menandatangani naskah dinas bidang kepegawaian
kepada Pejabat lain di lingkungannya;

c. pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf b
berdasarkan perintah / pemberian kuasa pejabat yang
menerima delegasi wewenang;

d. dalam hal pejabat yang menerima kuasa berhalangan,
maka kuasa tersebut dapat dilaksanakan oleh Pejabat
yang lebih tinggi dari Pejabat yang diberi kuasa.




KETIGA

KEEMPAT

Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini maka, Keputusan
Bupati Banyumas Nomor 061/1101/TAHUN 2019 tentang
Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa
Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Purwoker
pada tanggal (] 1 MAR ?023

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN




LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 061/;s0 TAHUN 2023

TENTANG PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI
WEWENANG DAN KUASA MENANDATANGANI
NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUMAS

DAFTAR PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG
MENANDATANGANI NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

PEJABAT YANG BAGI PEGAWAI
DIBERI DELEGASI GOLONGAN
NO NASKAH DINAS WEWENANG RUANG/ KETERANGAN
JABATAN
1 | Surat Keputusan | Sekretaris Daerah Semua Jenjang
pengangkatan, Jabatan
pemindahan, Fungsional kecuali
pemberhentian hli Madya dan Ahli
dalam dan dari Utama
Jabatan Fungsional
serta pengangkatan
Kembali  Jabatan
Fungsional
2 Surat Izin Cuti Sekretaris Daerah Jabatan Di lingkungan
Tahunan Yang Administrator Sekretariat Daerah
Tidak dijalankan di Camat
Luar Negeri Asisten Administrasi | Jabatan Pengawas,| Di lingkungan
Umum Jabatan Sekretariat Daerah
Pelaksana dan
Jabatan
Fungsional
Kepala Perangkat Semua jabatan - Di lingkungan
Daerah dan golongan Perangkat Daerah
ruang masing-masing;
- Lurah ditandatangani
Camat;
- Kepala Dinas
Kesehatan termasuk
menandatanganizin
cuti tahunan
- Kepala Puskesmas
dan UPT
dilingkungan Dinas
Kesehatan lainnya;




- Kepala Dinas
Pendidikan
termasuk
menandatangani izin
cuti tahunan Kepala
SMP, SKB dan

Koordinator
Korwilcam Dinas
Pendidikan
Sekretaris Dinas Semua golongan | Di lingkungan Dinas
Pendidikan ruang kecuali | Pendidikan yang
jabatan berkedudukan pada
fungsional koordinator wilayah
tertentu kecamatan

Kepala Bidang | Kepala Sekolah
Pembinaan Guru dan | TK/SD, Guru
Tenaga Kependidikan | TK/SD, Pengawas
TK/SD, Penilik
PAUD/ DIKMAS
dan Pamong
Belajar

Kepala SMP dan SKB [Semua golongan Di lingkungannya
ruang

Kepala Puskesmas Semua golongan Di lingkungannya
dan UPT lainnya di ruang
lingkungan Dinas

Kesehatan
3 Surat Izin  Cuti | Sekretaris Daerah Jabatan Di lingkungan
Sakit sampai Administrator Sekretariat Daerah
dengan 14 hari Camat
yang tidak - — - T
dijalankan di luar Asisten Administrasi | Jabatan Di lingkungan
negeri Umum Pengawas, Sekretariat Daerah
Jabatan
Pelaksana dan
Jabatan
Fungsional
Kepala Perangkat Semua jabatan - Dilingkungannya
Daerah dan golongan - Kepala Dinas
ruang Pendidikan
termasuk
menandatangani izin
cuti sakit

sampai dengan 14
hari Kepala SMP dan
SKB

Kepala Dinas
Kesehatan termasuk
menandatangani izin
cuti sakit sampai

dengan 14
hari Kepala
Puskesmas dan

UPT di lingk Dinkes
lainnya.




1 2 3 4 S

Sekretaris Dinas Semua golongan | Di lingkungan Dinas
Pendidikan ruang kecuali | Pendidikan yang
jabatan berkedudukan di
fungsional koordinator wilayah
Kecamatan
Kepala Bidang | Kepala Sekolah

Pembinaan Guru dan | TK/ SD, guru
Tenaga Kependidikan | TK/SD,
PengawasTK/SD,
Penilik PAUD /
DIKMAS dan
Pamong
Belajar

Kepala SMP dan SKB | Semua golongan Di lingkungannya

ruang
Kepala Puskesmas Semua golongan Di lingkungannya
dan UPT lainnya di ruang
Lingkungan Dinas
Kesehatan
4 | Surat Izin Cuti | Sekretaris Daerah Jabatan Di lingkungan
Sakit Lebih dari 14 Administrasi dan | Sekretariat Daerah
hari yang tidak Jabatan
dijalankan di luar Fungsional
Teger] Camat
Kepala Badan Jabatan Di luar lingkungan
Kepegawaian Administrasi dan | Sekretariat Daerah
Pengembangan Jabatan
Sumber Daya Fungsional
Manusia
5 | Surat Izin Cuti Sekretaris Daerah Administrator Di lingkungan
melahirkan yang Sekretariat Daerah
tidak dijalankan di Camat
luar negerl Asisten Administrasi | Jabatan Di lingkungan
Umum Pengawas, Sekretariat Daerah
Jabatan
Pelaksana dan
Jabatan
Fungsional
Kepala Perangkat Jabatan Di lingkungannya
Daerah Administrasi dan
Jabatan

Fungsional




S

- Kepala Dinas
Pendidikan
termasuk
menandatangani Izin
cuti melahirkan

- Kepala SMP dan
SKB;

- Kepala Dinas
Kesehatan termasuk
menandatangani izin
cuti melahirkan

- Kepala Puskesmas
dan UPT di
lingkungan Dinas
Kesehatan lainnya.

SekretarisDinas
Pendidikan

Semua
ruang

jabatan
fungsional

golongan
kecuali

Di lingkungan Dinas
Pendidikan yang
berkedudukan di
Koordinator =~ Wilayah
Kecamatan Dindik

Kepala Bidang
Pembinaan Guru dan
Tenaga Kependidikan

Kepala Sekolah
TK/SD guru
TK/SD, Pengawas

TK/SD, Penilik
PAUD /DIKMAS
dan Pamong
Belajar

Kepala SMP dan SKB

Semua golongan
ruang

Di lingkungannya

Kepala Puskesmas
dan UPT lainnyadi
lingkungan Dinas
Kesehatan lainnya

Semua golongan
ruang

Di lingkungannya

Surat Izin Cuti
Karena Alasan
Penting yang Tidak
Dijalankan di Luar
Negeri

Sekretaris Daerah Jabatan Di lingkungan
Administrasi Sekretariat Daerah
dan Jabatan
Fungsional
Camat
Kepala Badan Jabatan Di  luar lingkungan

Kepegawaian
Pengembangan
Sumber
Manusia

Daya

Administrasi dan
Jabatan Fungsional

Sekretariat Daerah

Surat Izin Cuti Besar
Yang Tidak
Dijalankan di Luar
Negeri

Sekretaris Daerah

Jabatan
Administrasi dan
Jabatan Fungsional

Di lingkungan
Sekretariat Daerah

Camat

Kepala Badan
Kepegawaian

Pengembangan

Jabatan
Administrasi dan
Jabatan Fungsional

Di  luar lingkungan
Sekretariat Daerah




Pemeriksa
Pelanggaran
Disiplin ASN

golongan ruang

1 2 3 4 S
Sumber Daya Manusia
8 | Surat Keterangan Sekretaris Daerah Semua jabatan
Untuk Melakukan dan golongan
Perceraian ruang kecuali
Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama
9 Penetapan Sanksi Sekretaris Daerah Jabatan Di lingkungan
Moral bagi Administrasi dan | Sekretariat Daerah
Pelanggar Kode Jabatan
Etik Fungsional
Kepala Perangkat JabatanAdministr | Di lingkungan
Daerah asi dan Jabatan Perangkat Daerah
Fungsional masing-masing
10 | Surat permintaan | Kepala Badan Semua jabatan
pengujian Kepegawaian dan golongan
kesehatan bagi PNS | Pengembangan ruang
kepada Tim Penguji | Sumber Daya
Kesehatan khusus | Manusia
PNS
untuk  keperluan
penentuan  status
kepegawaian PNS
11 | Pembentukan Tim | Sekretaris Daerah Semua jabatan dan

BUPATI BANYUMAS,
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ACHMAD HUSEIN




LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 061/ 1% TAHUN 2023

TENTANG PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI
WEWENANG  DAN KUASA  MENANDATANGANI
NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

DAFTAR PEJABAT YANG DIBERI KUASA MENANDATANGANI NASKAH DINAS
BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BAGI PEGAWAI
PEJABAT YANG GOLONGAN

NO NASKAH DINAS DIBERI KUASA RUANG/ KETERANGAN
JABATAN
1 | Surat Pengantar Usul | Sekretaris Gol. IV/a dan Gol.

Kenaikan Pangkat | Daerah IV/b

oty . Nota T kUgul Kepala Badan| Gol. I, II dan III

Pers.etujuan eknis/ Kepegawaian

Pertimbangan KP Pengembangan

Sumber Daya|
Manusia
2 | Petikan SK Mutasi/ Kepala Badan| Semua golongan
Perubahan/ Perpindahan | Kepegawaian ruang
Jabatan Pelaksana Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
3 [Surat Keputusan Kepala  Badan Semua golongan
Peninjauan Masa Kerja Kepegawaian ruang
(PMK) Pengembangan
Sumber Daya]
Manusia
4 | Pengesahan Salinan dan

Petikan SK :

a. Pengangkatan dan Sekretaris Jabatan Pimpinan
pemberhentian dalam Daerah Tinggi Pratama
dan dari Jabatan (JPTP)

Pimpinan Tinggi Asisten Jabatan
Pratama, Jabatan Administrasi Administrator
Administrator dan Umum

Jabatan Pengawas

Kepala  Badan| Jabatan Pengawas
Kepegawaian
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia

b. Kenaikan Pangkat Kepala  Badan| Golongan I, II dan
Kepegawaian 111

Pengembangan
Sumber Dayal
Manusia




1 2 3 4 5
5 | Keputusan penempatan Kepala Badan | Semua golongan -
kembali PNS Tugas Kepegawaian ruang
Belajar Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
6 | Penetapan Peserta Kepala Badan| Semua golongan
Pelaksanaan Diklat Teknis | Kepegawaian ruang
dan Fungsional Pengembangan
Sumber Daya|
Manusia
7 | Penetapan Hasil Peserta Kepala Badan| Semua golongan
Diklat Teknis dan Kepegawaian ruang
Fungsional Pengembangan
Sumber Daya,
Manusia
8 | Perjanjian Kerjasama | Kepala Badan| - ASN
(MOA) Kediklatan dengan | Kepegawaian
Perangkat  Daerah /| Pengembangan
organisasi lainnya Sumbe_r Daya
Manusia
9 | Petikan Surat Keputusan | Kepala Badan| Sampai dengan
Pengangkatan, kenaikan | Kepegawaian jenjang Jabatan
dan pemberhentian dalam | Pengembangan | Fungsional Madya
dan dari Jabatan | Sumber Dayal
Fungsional Manusia
10 | Petikan Surat Keputusan | Kepala Badan| Semua golongan
Pemberian tunjangan Kepegawaian ruang
pengamanan persandian Pengembangan
dan tunjangan bahaya Sumber Dayal
radiasi Manusia
11 | Petikan Surat Keputusan | Kepala Badan| Semua golongan
Pemberhentian /Pengangka | Kepegawaian ruang
tan PNS Jabatan Pengembangan
Fungsional yang diberi Sumber Daya
tugas tambahan Manusia
12 | Surat Perintah Sekretaris Pelatian Yang dikirim ke
Penugasan Diklat Daerah Kepemimpinan luar Kabupaten
Manajerial Administrator Banyumas
(PKA) dan
Pelatihan
Kepemimpinan
Pengawas (PKP)
13 | Surat Perintah / | Sekretaris Jabatan Pimpinan | -
Penugasan pengiriman | Daerah Tinggi Pratama
peserta Diklat Teknis dan (JPTP)
Diklat Fungsional KepalaBadan Jabatan Yang dikirim ke
Kepegawaian Administrasi dan | luar Kabupaten
Pengembangan | JF Banyumas
Sumber Daya|

Manusia




1 2 3 4 S

14 | Pengembangan Kompetensi Berlaku untuk
ASN CPNS dan PNS
a. Surat Keterangan Asisten D IV / S1 ke atas
Pendidikan Administrasi
Umum
Kepala Badan| D III ke bawah
Kepegawaian
Pengembangan
Sumber Daya,
Manusia

b. Surat Keterangan Asisten D IV / S1 ke atas
Belajar Administrasi
Umum
Kepala Badan | D III ke bawah
Kepegawaian
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia

c. Surat Izin Belajar Asisten D IV / S1 ke atas
Administrasi
Umum

Kepala Badan| D III ke bawah
Kepegawaian

Pengembangan
Sumber Dayal
Manusia

d.Surat Rekomendasi | Kepala  BadanSemua jenjang
mengikuti seleksi tugas | Kepegawaian pendidikan
belajar Pengembangan

Sumber Daya

Manusia

e.Surat Penggunaan Gelar | Asisten D IV / S1 ke atas
Administrasi
Umum

Kepala  BadanD III ke bawah
Kepegawaian

Pengembangan
Sumber Dayal
Manusia

15 |Surat permohonan | Kepala Badan| Golongan I, II dan
Pengiriman Peserta Diklat | Kepegawaian 111

Prajabatan atau Pelatihan | Pengembangan
Dasar Sumber Dayal
Manusia

16 | Keputusan Pemberian, | Kepala Badan| Semua Jenjang
Penolakan atau | Kepegawaian Jabatan dan
Penangguhan Masa | Pengembangan | Golongan Ruang
Persiapan Pensiun Sumber Daya
Manusia




1 2 3 4 S
17 | Pengadaan Pegawai
a. Pengesahan Petikan SK | Kepala Badan| Semua golongan
CASN Kepegawaian ruang
Pengembangan
Sumber Daya,
Manusia
b. Pengesahan petikan SK | Kepala Badan| Semua golongan
Pengangkatan ASN Kepegawaian ruang
Pengembangan
Sumber Daya|
Manusia
18 | Surat Pernyataan Tidak | Sekretaris Jabatan Pimpinan
Pernah Dijatuhi Hukuman | Daerah Tinggi Pratama
Disiplin (Ringan, Sedang, (JPTP)
Berat) Jabatan Di lingkungan
Administrasi dan | Sekretariat Daerah
Jabatan
Fungsional
Asisten Camat
Pemerintahan
dan Kesra
Kepala Jabatan Di lingkungannya
Perangkat Administrasi dan
Daerah Jabatan
Fungsional
19 | Surat Izin Cuti Yang Sekretaris Semua jabatan
Dijalankan di Luar Negeri | Daerah dan golongan
ruang

BUPATI BANYUMAS,
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